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KDRT merupakan merupakan tindak pidana kekerasan yang berdampak serius terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial korban dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT mengatur sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Penelitian ini mengkaji pengaturan pidana tambahan pasal 50 huruf a UU PKDRT frasa “pembatasan gerak pelaku terhadap korban” yang dinilai tumpang tindih dengan pidana pokok berupa penjara yang telah diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 49. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kemanfaatannya bagi perlindungan korban KDRT. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pokok masalah, yaitu: (1) Apakah Pasal 50 huruf a UU PKDRT frasa “pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu”, sebagai pidana tambahan memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT? (2) Bagaimana pengaturan pidana tambahan yang memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT? 
Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen hukum lainnya yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan logika deduktif dan induktif untuk merumuskan argumentasi hukum yang sistematis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana tambahan frasa “pembatasan gerak pelaku terhadap korban” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf a UU PKDRT belum memberikan kemanfaatan hukum yang optimal.  Hal ini dikarenakan substansi pidana tambahan dengan pidana pokok penjara secara fungsi sudah otomatis memisahkan pelaku dari korban. Akibatnya, ketentuan ini belum memberikan manfaat tambahan khususnya dalam mendukung proses pemulihan korban KDRT. Oleh karena itu, diperlukan penguatan substansi hukum yang mengatur secara lebih berpihak terhadap korban, mengingat tindak pidana KDRT korban seringkali mengalami kerugian akibat kekerasan yang dialami. Maka akan lebih memberikan perlindungan hukum yang berdayaguna dan bermanfaat sebagai pemulihan korban KDRT dengan pemberian ganti kerugian (restitusi) sebagaimana pencerminan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.sesuai pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 2011 tentang UU PP Perundang-Undangan. 
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KDRT is a criminal act of violence that has a serious impact on the physical, psychological, and social conditions of victims within the household sphere. UU PKDRT regulates both principal and additional criminal sanctions. This study examines the regulation of additional punishment under Article 50 letter a of the UU PKDRT, specifically the phrase "restriction of the perpetrator’s movement toward the victim," which is considered to overlap with the principal punishment of imprisonment as stipulated in Articles 44 through 49. This raises questions about the utility and effectiveness of this additional sanction in providing legal protection for victims of domestic violence.Based on this issue, the study formulates two main problems: (1) Does Article 50 letter a of the UU PKDRT, which stipulates the additional punishment of restricting the perpetrator’s movement to maintain a certain distance and time from the victim, provide legal utility for victims of domestic violence? (2) How should the regulation of additional punishment be formulated to ensure benefits for victims of domestic violence? 
This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The sources of data consist of legislation, legal literature, and supporting legal documents, which are analyzed qualitatively using deductive and inductive logic to construct a systematic legal argument. 
The results of the study show that the regulation of additional punishment in the form of restricting the perpetrator’s movement toward the victim, as stipulated in Article 50 letter a of the UU PKDRT, has not provided optimal legal utility. This is due to the fact that its function overlaps with the principal punishment of imprisonment, which already results in the physical separation of the perpetrator from the victim. Consequently, this provision does not offer additional benefits, particularly in supporting the victim’s recovery process. Therefore, it is necessary to strengthen the legal substance of the additional punishment by formulating it in a way that is more victim oriented. Considering that victims of domestic violence often suffer tangible harm, legal protection should go further by providing compensation (restitution) as a form of recovery. This reflects the principle of utility and effectiveness as outlined in Article 5 letter e of Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations. 
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